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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penyelesaian aset bekas milik asing/Tionghoa telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing/Tionghoa, untuk penyelesaian aset bekas milik asing/Tionghoa yang optimal, akuntabel,
mewujudkan kepastian hukum, dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres Rl No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019
(BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yang meliputi tanah dan/atau
bangunan bekas milik:

a. perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan
peraturan Penguasa Perang Pusat;

b. perkumpulan/ aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa
Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan;

c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun
1965/ 1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan
G.30.S/PKl yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; dan

d. organisasi yang didirikan oleh dan/ atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang
bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara
Republik Indonesia dan/ atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia,
beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Diatur pula ketentuan menngenai kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk
melakukan penyelesaian ABMA/T, pembentukan tim penyelesaian dan tim asistensi daerah,
mekanisme penyelesaian ABMA/T, upaya penyelesaian ABMA/T yang dikuasasi oleh pihak ketiga,
penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan
ketentuan peralihan penyelesaian ABMA/T.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian ABMA/T diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020 dan diundangkan pada tanggal
2 Juni 2020.

- Lampiran halaman 23-757.



